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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

1. Bahwa dalam praktik tengkulak di Desa Wargaluyu seharusnya harus dilakukan 

sesuai dengan Norma-norma dan kaidah-kaidah Hukum dan seharusnya setiap 

praktik yang dilakukan dapat mensejahterakan para petani yang ada di Desa 

Wargaluyu khususnya untuk penetapan harga. 

2. Bahwa upaya para petani dan para tokoh yang ada di Desa Wargaluyu Kecamatan 

Arjasari telah mengupayakan kepada Pemerintah untuk dibentuknya sebuah koperasi 

yang berkaitan dengan penjualan hasil pertanian agar hasil panen para petani dapat 

mensejahterkan para petani dari segi penetapan harga.  

B. Saran  

1. Diharapkan para petani bisa keluar dari sistem tengkulak yang merugikan mereka 

dari segi penetapan harga , dan pakasaan dalam pembelian hasil tani yang di dapat 

dari hasil kerja keras. Dan lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam jual 

beli. Serta memperhatikan asas saling menguntungkan satu sama lain.  

2. Dengan adanya pembahasan mengenai BUMDES (badan usaha milik desa) dan KUD 

(koperasi unit desa) di harapkan kepada pemerintah daerah sekitar Desa Wargaluyu 

Kecamatan untuk bisa memperhatikan kesejahteraan para petani dengan membangun 

BUMDES dan KUD yang bisa bekerja sama dengan para petani dengan membangun 

networking serta memberikan permodalan kepada para petani kecil dengan syarat 

dan ketentuan yang tidak memberatkan para petani kecil.  
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3. Dan untuk pemerintah pusat harus lebih memperhatikan para petani dengan 

memberlakukan kebijakan yang bisa menjadi acuan bagi para tengkulak agar tidak 

semena-mena dalam menetapkan harga. 

4. Dibentukanya stasiun tani dan koperasi pertanian yang akan menjadikan lahan atau 

ladang yang baik bagi para pelaku usaha pertanian.  

5. Memberikan sarana fasilitas baik dari segi pembinaan, pemberdayaan, perlindungan 

Hukum, pemodalan dan memberikan sarana-sarana yang berkaitan dengan lingkup 

pertanian.  

6. Memberikan edukasi pengetahuan Hukum yang berlaku dan pengetahuan Hukum 

Islam bahwa tengkulak yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul maka tidak boleh 

bekerja sama dengan para tengkulak itu karena akan menjadikan kerugian bagi para 

petani yang berjalan dalam usaha pertanian khususnya. 

7. Menjadikan kemitraan antara pelaku usaha pertanian dan institusi pemerintah dalam 

hal penetapan harga dan mekanisme pasar yang luas agar para petani bisa bersaing 

dalam ekonomi pasar yang kuat.  
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